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ABSTRAK  

Tesis ini  dilatar belakangi dari sebuah praktik mutasi PNS pada dinas pendidikan di bawah 

naungan Pemerintah pemerintahan daerah kabupaten Gresik mengenai adanya mutasi PNS 

lintas instansi, yang secara lintas instansi dengan perpindahan dari Jabatan fungsional menuju 

Jabatan administrasi. Untuk menyelesaikan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian 

empiris dengan turun kelapangan yang kemudian hasil penelitian tersebut dinarasikan dengan 

analisis deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan fakta bahwa, 

BKPSDM pemerintah daerah kabupaten Gresik dalam melakukan mutasi pada seluruh instansi 

utamanya pada dinas pendidikan,  menggunakan ketentuan pada Peraturan Bupati No. 27 Tahun 

2022 tentang Mutasi pada Pemerintahan kabupaten Gresik kemudian juga berkolaborasi dengan 

pasal 69 UU No. 05 tahun 2014 Tentang ASN (sebagai peraturan pokok tertinggi dalam 

melakukan sebuah mutasi), pasal 190-191 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Mutasi (sebagai 

peraturan yang memperjelas mengenai tahapan dan prosedur sebuah mutasi)Dalam praktik 

mutasi PNS tersebut, terjadi dengan 3 model pertama, mutasi horizontal (mutasi tanpa tanpa 

dibarengi kenaikan pangkat dan jabatan), ke dua yakni mutasi diagonal (mutasi dengan 

perubahan jabatan dan perpindahan instansi serta kepangkatan, ke tiga, mutasi Vertikal (mutasi 

dengan kenaikan pangkat dan jabatan namun tetap dalam satu instansi. Dalam menerapkan 

model mutasi tersebut dipadukan dengan manajemen Assesmen Talent Box, terungkap fakta 

juga bahwa mutasi PNS dapat membantu untuk menciptakan sebuah Good Governance dalam 

sebuah pelayanan publik, meskipun regulasi hukum yang digunakan belum optimal 

Kata Kunci : Good Governance, PNS, Model Mutasi,  
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ABSTRACK 

This thesis is based on the practice of transferring civil servants to the education service under 

the auspices of the Gresik Regency regional government regarding the transfer of civil servants 

across agencies, which involves moving from functional positions to administrative positions. 

To complete this thesis, the author used an empirical research method by going into the field 

and then the results of the research were narrated using descriptive analytical analysis. Based 

on the results of the author's research, it was found that the BKPSDM of the Gresik district 

government, in carrying out transfers in all agencies, especially the education service, used the 

provisions in Regent Regulation No. 27 of 2022 concerning Transfers in the Gresik Regency 

Government then also collaborated with article 69 of Law no. 05 of 2014 concerning ASN (as 

the highest basic regulation in carrying out a mutation), articles 190-191 PP No. 11 of 2017 

concerning Mutations (as a regulation that clarifies the stages and procedures of a mutation). 

In the practice of civil servant mutations, they occur in the first 3 models, horizontal mutation 

(mutation without accompanying promotion and position), the second is diagonal mutation 

(mutation with changes in position and transfer of agencies and ranks, third, Vertical mutation 

(mutation with a promotion in rank and position but remaining in one agency. In implementing 

this mutation model combined with Talent Box Assessment management, the fact was also 

revealed that civil servant mutations can help to create a Good Governance in a public service, 

even though the legal regulations used are not optimalKeywords: Good Governance, Civil 

Servants, Mutations, 

Keywords: Good Governance, Civil Servant, Mutation Model, 
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